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Indonesia Nomor 6573);

11.  Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 210) Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5155);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4829);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008
tentangPendanaan Pendidikan (Lembaran Negara
Republikindonesia ~ Tahun 2008 Nomor 91,
Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia
Nomor 4864);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1
Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6177);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Repubhk
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Indonesia Nomor 5161);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang

Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor S, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6523);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan  Pengawasan  Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041});

23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6057);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 02, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang

Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6206);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang
 Pinjaman Daerah Lembaran Negara Republik
donesia 7Tahtm 2018 Nomor 248, Tambahan

Nomor 12 Tahun 2019 tentang

n Daerah (Lembaran Negara
ﬁmg Nomar 42 Tambahan
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2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun
2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 1425);

Peraturan Menteri dalam Nengeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun
2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan

Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban

Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor L2 LS]E

Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 03 Tahun

2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji;
Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 05 Tahun
2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran
2020;

Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 44 Tahun
2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran
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Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MESUJI
dan
BUPATI MESUJI
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN TAHUN 2020.

Pasal 1

(1). Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan
belanja daerah berupa laporan keuangan memuat :

a. Laporan Relisasi Anggaran

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran
¢. Neraca

d. Laporan Operasional

e. Laporan Arus Kas

f. Laporan Perubahan Ekuitas

g. Catatan atas Laporan Keuangan;

- (2). Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
' dengan melampirkan laporan kinerja dan ikhtisar laporan
- keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah
B serta Ikhtisar Laporan Keuangan Desa.

Pasal 2
Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

Rp 817.634.010.619,92

Rp 662.003.980.027,90

~ Rp (4.383.887.891,98)
 Rp103.796.690.577.64
~ Rp 107.060.222.157,64
o kit 3.263.531.580,00
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Pasal 5
Neraca sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf ¢ per 31
Desember 2020 sebagai berikut:

a. Jumlah asset Rp 1.943.672.264.198,74
b. Jumlah kewajiban REp 10,650.630.746.05
Jumlah ekuitas Rp 1.933.021.633.452,69

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf d
yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut :
(1). Selisih Pendapatan dengan Beban dengan rincian sebagai
berikut:
a. Jumlah Pendapatan-LO Rp 714.336.751.106,75
b. Jumlah Beban Rp 671.684.375.058,91
surplus/Defisit dari Operasi Rp 42.652.376.047,84

(2). Selisih surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional dengan
Pos Luar Biasa rincian sebagai berikut:
a. Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa Rp 37.245.027.186,84
b. Pos Luar Biasa Rp (5.601.117.654,00)
surplus/Defisit-LO Rp 31.643.909.532,84

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf e
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desembar 2020

sebagai berikut :

a. Saldo kas awal Januari 2020 Rp 109.266.519.118,06

b. Arus kas dari aktivitas operasi Rp 139.765.949.382,55

c. Arus kas dari aktivitas investasi Rp (147.413.368.854,53)
Asset non keuangan

d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan Rp 0,00

e. Arus kas dari aktivitas transitoris Rp (1.427.938.430,97)

f. Saldo kas akhir per 31 Desember Rp 100.191.161.215,11
Tahun 2020

Pasal 8
Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud pada pasal 1
huruf f yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai

berikut :

a. Ekuitas Awal Rp 1.951.902.353.256,99

i .532,84
b. Surplus/Defisit = LO Rp 31.643.909 ;
c. Lai?-lair{ Rp  (50.524.629.337,14)

d. Ekuitas Akhir per 31 Desember 2020 Rp 1.933.021.633.452,69

Pasal 9 _
Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimas

pasal 1 huruf g tahun anggaran 2020 memuat info ™
kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos lawm
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Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud
pada Pasal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini,

terdiri dari :

Lampiran I
Lampiran 1.1

Lampiran 1.2

Lampiran 1.3

Lampiran [.4

Lampiran II
Lampiran III
Lampiran IV
Lampiran V
Lampiran VI
Lampiran VII
Lampiran VIII
Lampiran IX

Lampiran X

Lampiran XI
Lampiran XII

Lampiran XIII
Lampiran XIV

Lampiran XV
Lampiran XVI
Lampiran XVII
Lampiran XVIII
Lampiran XIX

Laporan Realisasi Anggaran, terdiri atas ;
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran
menurut urusan pemerintahan daerah dan
organisasi,

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran
menurut urusan pemerintah daerah,
organisasi, pendapatan, belanja  dan
pembiayaan;

Rekapitulasi realisasi anggaran, belanja
daerah menurut urusan pemerintah daerah,
organisasi, program dan kegiatan;
Rekapitulasi realisasi anggaran belanja
daerah untuk keselarasan dan keterpaduan
urusan pemerintahan daerah dan fungsi
dalam kerangka pengelolaan keuangan
negara;

Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
Laporan Operasional;

Laporan Perubahan Ekuitas;

Neraca;

Laporan Arus Kas;

Catatan Atas Laporan Keuangan;

Daftar rekapitulasi piutang daerah;

Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak
tertagih;

Daftar rekapitulasi dana bergulir dan
penyisihan dana bergulir;

Daftar penyertaan modal (inventasi) daerah;
Daftar rekapitulasi realisasi penambahan
dan pengurangan aset tetap daerah;

Daftar rekapitulasi aset tetap;

Daftar rekapitulasi  konstruksi dalam
pekerjaan;

Daftar rekapitulasi aset lainnya;
Daftar dana cadangan daerah;
Daftar kewajiban jangka pendek;
Daftar kewajiban jangka panjai
Daftar kegiatan - kegiatan
diselesaikan sampai akhir
dianggarkan kembali dalam
berikutnya; dan
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